BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan oleh Hakim dalam pengambilan
keputusan kepailitan masih banyak yang tidak tepat dan salah dalam
mengartikannya. Kesalahannya adalah baik dalam hal penerapan prinsip-
prinsip hukum kepailitan maupun dalam memahami maksud dan tujuan
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan sendiri. Meskipun
demikian, tidak lantas semua Hakim salah menerapkan prinsip-prinsip
hukum kepailitan dalam pengambilan keputusan kepailitan. Dalam beberapa
putusan juga ada yang sudah benar dan tepat dalam penerapan prinsip-
prinsip hukum kepailitan dan memahami maksud dari ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang. Putusan yang sudah benar seperti halnya ketika
mengajukan permohonan pailit, ternyata masih ada sengketa di Pengadilan
Negeri akan status perjanjiannya, dengan dasar pembuktian yang sederhana
dan cepat dan juga harus adanya utang yang jelas maka hakim menolak
permohonan pailit. Sedangkan putusan yang salah adalah ketika perusahaan
sebenarnya masih memiliki prospek/ peluang usaha yang bagus tetapi
dijatuhkan pailit yanpa melihat asas kelangsungan usaha.

Korelasi antara penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang ada dan
diatur dalam UU KPKPU dengan UU BUMN jelas saling terkait.
Keterkaitannya dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mengatur secara

khusus mengenai permohonan pengajuan pailit terhadap suatu BUMN di
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dalam UU KPKPU. Pengaturan itu mengenai BUMN yang bergerak dalam
kepentingan publik maupun tidak bergerak dalam kepentingan publik boleh
diajukan permohonan pailit, tetapi yang boleh mengajukan berbeda-beda
yaitu oleh setiap kreditor (tidak bergerak dalam kepentingan publik) atau
hanya boleh diajukan oleh Menteri Keuangan (yang bergerak dalam
kepentingan publik). Ketentuan yang lebih jelas mengenai bentuk BUMN
diatur khusus dalam UU BUMN. Tidak mungkin putusan hanya didasarkan
pada satu ketentuan dalam Undang-Undang tanpa melihat dan menggunakan
Undang-Undang lain yang saling berhubungan. Dengan ketentuan yang
saling berkorelasi inilah menunjukkan bahwa, antara UU KPKPU dengan
UU BUMN memang memiliki ketentuan yang saling melengkapi atau saling

berkorelasi satu sama lain.

B. Saran.

1.

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan harus lebih tegas, tepat dan
konsisten dalam-setiap. pertimbangan hukum. yang terdapat dalam setiap
amar putusan kepailitan. Serta harus memperhatikan peraturan-peraturan
lain yang berhubungan/ berkorelasi dengan UU KPKPU sendiri.

Perlu adanya pelatihan khusus mengenai bidang perniagaan terhadap para
Hakim Niaga mengingat kasus perniagaan memiliki tingkat kesulitan yang

tinggi di bidang ekonomi.
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